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TINJAUAN PUSTAKA
A. Landasan Teori

1. Teori Stewardship

Menurut Donaldson & Davis (1991) teori stewardship
merupakan teori yang mengambarkan situasi pada para manajer akan
bermotivasi oleh tujuan individu tetapi lebih diarahkan pada sasaran
untuk kepentingan organisasi. Maka dari itu teori stewardship
mempunyai dasar psikologis dan sosiologis yang telah didesain pada
situasi manajer berperan sebagai steward dan bertindak seperti
kepentingan pemilik. Dimana perilaku steward tidak meninggalkan
organisasi maka steward berusaha untuk mencapai suatu sasaran atau
tujuan organisasi. Teori stewardship ini didesai bagi para peneliti
digunakan untuk menguji situasi dimana para eksekutif didalam
perusahan atau organisasi sebagai pelayan untuk memberikan motivasi

agar bisa bertindak dengan cara yang terbaik untuk principals.

Teori stewardship ini megharapkan individu yang berbeda
didalam perusahaan maupun organisasi lebih menunjang tujuan
perusahaan dibandingkan dengan tujuan perorangan. Teori ini lebih
bagus digunakan pada instansi pemerintah dimana tidak berorientasi
pada laba namun lebih cenderung ke pelayanan yang baik untuk

masyarakat sebagai principals, sehingga sudah sewajarnya instansi

14



15

memberikan pelayanan yang baik berdasarkan sumber daya yang

diperoleh untuk menjalankan operasional berasal dari masyarakat.

Dimana movitasi individu yang melakukan suatu tindakan pada
suatu instansi maupun didalam perusahaan maka digambarkan secara
jelas dalam teori stewardship dapat diterapkan pada penelitian ini
yaitu memberikan pelayanan terbaik kepada principals. Penanaman
nilai yang terkandung dalam teori ini yaitu memberikan dampak yang
baik dalam menjalankan pemerintahan yang sehat. Bahwasanya
pemerintah desa (steward) sebagai lembaga yang dipercaya untuk
bertindak sesuai dengan tugas dan fungsinya serta mampu bertindak
dengan penuh tanggung jawab, memiliki integritas dan kejujuran
terhadap masyrakat, sehingga kesejahteraan masyarakat (principals)
dapat tercapai secara maksimal khususnya dalam pengelolaan dana

desa.

Kompetensi

Kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan,
dan nilai-nilai individu yang memungkinkannya untuk melaksanakan
tugas dan berkinerja dengan baik. Kompetensi sangat erat kaitannya
dengan individu atau seseorang, atau dengan kata lain sumber daya

manusia berdasarkan penelitian .

Kompetensi  meliputi  gabungan anatara pengetahuan,

kemampuan dan keahlian yang sangat diperlukan dalam melakukan



16

suatu pekerjaan (Widyatama et al 2017) sehingga dapat dikatakan
bahwa kompetensi ini merupakan hal yang sangat penting yang harus
dimilki oleh seorang aparat dalam melaksanakan pengelolaan dana
desa, dengan melihat banyaknya sumber daya yang akan dikelola,
maka seorang aparatur harus memiliki pengetahuan, serta kemampuan
dan sikap yang baik dalam melaksanakan pengelolaan dana desa

(Mada et al, 2017)

Kepemimpinan

Kepemimpinan merupakan prosses untuk mempengaruhi orang
lain agar bisa memahami seta menyetujui tentang apa yang harus
dilakukan dan bagaimana melaksanakannya dengan bersamaan untuk
mencapai tujuan bersama. Kepemimpinan merupakan kemampuan
untuk mempengaruhi suatu kelompok menuju pencapaian sebuah visi
atau tujuan yang ditetapkan. Keberhasilan suatu organisasi tidak dapat
dipisahkan dari aktivitas organisasi dan peran orang-orang yang
terlibat dalam organisasi tersebut yang bersama membentuk suatu
sistem. Sistem kepemimpinan sebagai salah satu komponen organisasi

memiliki peranan penting dalam pencapaian tujuaan organisasi.

Kepemimpinan yang baik tidak lahir dengan sendirinya dari
dalam diri seseorang, melainkan dibentuk dengan pengalaman,
pengetahuan, dan keterampilan. Sementara kepemimpinan memahami,

keterampilan dan pengetahuan yang dijalankan oleh pemimpin dapat
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dipengaruhi oleh atribut atau sifatnya, seperti keyakinan, nilai, etika,
dan karakter. Pengetahuan dan keterampilan berkontribusi langsung
pada proses kepemimpinan, sementara atribut lainnya memberi
pemimpin karakteristik tertentu yang menjadikan pemimpin tersebut

unik dibandingkan yang lainnya (Soliha and Hersugondo 2008)

Kepala desa

Kepala Desa merupakan pimpinan tertinggi dalam suatu desa
yang dipilih langsung oleh masyarakat desa. Kedudukan kepala desa,
sebagai penyelenggara pemerintahan desa yang diberi kewenangan
menjalankan pemerintahan umum, seperti percepatan pembangunan
melalui penyediaan sarana-prasarana, dan upaya percepatan
pembangunan ekonomi desa yang kokoh dan mandiri (Ferina et al

2014)

Wewenang kepala desa dalam penyelenggaraan pemerintahan
desa termasuk yang bertanggung jawab penuh dalam pengelolaan dana
desa. Hal ini menunjukkan begitu penting kedudukan kepala desa
dalam rangka realisasi dana desa. dimana kepala desa bukan hanya
menetapi  posisi strategi  sebagai pemimpin akan tetapi juga
menggerakan pertisipasi masyarakat dalam mempercepat dalam
pembangunan desa. peran kepala desa dalam bidang pembangunan

ekonomi  khusunya untuk masyarakat seperti melaksanakan
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koordinasikan, serta mengevaluasi tentang segala hal kegiatan yang

dilaksanakan di desa (Agusliansyah 2016).

Partisipasi Masyarakat

Partisipasi merupakan keterlibatan seorang individu secara
sadar kegiatan dalam sutu kondisi tertentu, dimana terjadi pada
individu dengan individu yang lain ataupun individu dengan kelompok
melalui berbagai cara dan berbagi segala macam informasi lemahnya
suatu partisipasi akan berdampak pada pengelolaan dana desa (Anwar

2012)

Partisipasi masyarakat mengingat pentingnya dalam
pengelolaan dana desa yang rentan pada penyelewengan adapun hasil
penyelenggaraan pengelolaan dana desa tidak terlepas dari aktifnya
partisipasi masyarakat sebagai bagian dati sistem pemerintah (Efendy

2013)

. Sistem Pengendalian internal

Sistem pengendalian internal bagian dari proses yag integral
dalam suatu kegiatan yang dilaksanakan secara bersamaan oleh
pimpinan dan pegawai dalam memberikan keyakinan yang maksimal
agar tercapainya tujuan organisasi dalam kegiatan efektif dan efesiensi,
keandalan pelaporan keuangan, dan ketaatan terhadap peraturan
perundang-undangan. Undang-undang dibidang keuangan negara

membawa implikasi perlunya sistem pengelolaan keuangan negara
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yang lebih akuntabel dan transparan. Hal ini akan tercapai jika seluruh
tingkat pimpinan menyelenggarakan kegiatan pengendalian atas

keseluruhan kegiatan di instansi masing-masing.

Sistem pengendalian internal yang mampu memberikan
kepercayaan terpenuhi bahwa penyelenggaraan kegiatan pada suatu
instansi pemerintah dapat mencapai tujuannya secara efektif dan
efisien, melakukan pelaporan pengelolaan keuangan negara secara
andal agar mengamankan asset oleh negara, serta memberikan ketaatan
terhadap perundang-undangan. Penyelenggaraan pemerintah daerah
perlu mempertahankan aspek-aspek antara pemerintah pusat dengan
pemerintah daerah berdasarka manajemen keuangan yang sehat.
Selain itu pemerintah daerah juga harus mempunyai sistem informasi
yang handal dan mampu menyediakan informasi yang diperlukan
secara akurat relevan, tepatwaktu, dan dapat dipercaya (Mutmainah

and Pramuka 2017)

. Akuntabilitas

Akuntabilitas adalah kewajiban pemegang amanah/agen/kepala
desa dan aparatnya untuk memberikan pertanggungjawaban,
menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan
kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada pihak pemberi
amanah (principals) yang memiliki hak dan kewenangan untuk

meminta pertanggungjawaban (Irma 2018) Pertanggungjawaban
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sebagai salah satu wujud pemerintah menerapkan tatakelola
pemerintahan yang baik, sesuai dengan salah satu prinsip Good
Corporate Governance, Yyaitu akuntabilitas. Akuntabilitas sangat
penting sebagai bentuk pertanggungajwaban pemerintah desa kepada
masyarakat (Wardani 2018). Sedangkan Akuntabilitas sendiri menjadi
sangat sensitif karena menyangkut kewajiban pemerintah desa untuk
anggaran yang ada. Masyarakat tidak hanya diberikan informasi
mengenai adanya anggaran desa, tetapi juga harus diberikan laporan

pertanggungjawaban terkait realisasi dari anggaran tersebut.

Dana Desa

Program dana desa bertujuan untuk mewujudkan pertumbuhan
ekonomi serta pendapatan dengan prioritas untuk membiayai
pengembangan dan pemberdayaan masyarakat. Dalam pelaksanaan
pengelolaan dana desa, pemerintah harus mematuhi beberapa prinsip
umum yang mengatur pendapatan dan pengeluaran dana desa. Dana
desa harus dikelola secara teratur, taat hukum, transparan, dapat

dipertanggungjawabkan, dan partisipasi.

Desa yang dapat berjalan secara independen dalam mengelola
pembangunan tidak hanya untuk mengelola seluruh aset sumber daya
yang dimiliki oleh desa, tetapi desa juga akan dapat memperbaiki
kebutuhan dasar, warga desa, kebutuhan penghidupan, dan untuk

mengorganisir perjuangan warga desa secara berkelanjutan (Shende
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and Bennett 2004). Dana desa merupakan bagian dari upaya
pemerintah untuk mewujudkan pemerataan dalam berbagai bidang

kehidupan yang dimulai dari level paling bawah.

B. Penelitian Terdahulu dan Penurunan Hipotesis

1. Pengaruh Kompetensi Perangkat Desa Terhadap Akuntabilitas

Pengelolaan Dana Desa.

Kompetensi merupakan kemampuan yang dimiliki oleh
individu dalam melakukan suatu tindakan dari masing-masing individu
memiliki kemampuan yang berbeda-beda dilihat dari berbagai aspek,
dimana aspek yang akan mempengaruhi kompetensi dari aparatur
dapat berupa pengetahuan, kemampuan (Skill) baik Softskil dan
hardskill baik softskill serta perilaku yang dimiliki individu (Putri

2018).

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Indrajaya (2017) yang
juga melakukan penelitian tentang pengaruh kompetensi aparatur desa
dan implementasi Undang-Undang No 6 Tahun 2014 terhadap
pengelolaan keuangan dana desa memberikan pengaruh positif pada
pengelolaan laporan keuangan dana desa dan untuk menciptakan
laporan keuangan dana desa yang berkualitas tentunya perlu adanya
pertanggungjawaban (akuntabilitas) atas pembuatan laporan keuangan
dan desa di pemerintah pusat maupun daerah. Hal ini sejalan pula
dengan hasil penelitian Mahayani (2017) tentang pengaruh prosocial

behavior dan persepsi akuntabilitas pengelolaan dana desa dalam
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konteks budaya tri hita karana dimana hasil penelitian ini menyatakan
bahwa kompetensi sumber daya manusia (SDM) berpengaruh positif

pada akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Mada et al, (2017)
juga melakukan penelitian memperoleh hasil bahwa kompetensi aparat
pengelolan dana desa berpengaruh positif dan signifikan terhadap
akuntabilitas pengelolaan dana desa, yang berarti bahwa semakin
kompeten aparat pengelola dana desa, maka pengelolaan dana desa

semakin akuntabel.

Pengelolaan keuangan desa yang baik maka aparatur
pemerintah desa harus memiliki sumber daya manusia yang kompeten,
sehingga didukung dengan latar belakang pendidikan yang memadai,
dengan mengikuti pelatihan atau pendidikan didalam bidang keuangan.
maka berdasarakan teori stewardship dimana aparat yang bertugas
sebagai pelayan memiliki kewajiban untuk melayani sebagai wujud
akuntabilitas, sehingga pada saat pengambilan keputusan dalam
penggunaan dana desa akan menghasilkan keputusan yang terbaik
guna memberikan pelayanan yang terbaik sesuai dengan tugas yang
seharusnya seorang aparat.(Mada et al, 2017), (Irma 2018), (Rosyidi

2018); (Agung 2018) berdasarkan penelitian mengajukan hipotesis :

Hi:  Kompetensi perangkat desa berpengaruh positif terhadap

akuntabilitas pengelolaan keuangan dana desa.
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2. Pengaruh Gaya Kepemimpinan Kepala Desa Terhadap

Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa.

Kepemimpinan adalah cara yang dimiliki oleh tiap pemimpin
untuk mempengaruhi dan menggerakkan bawahannya sedemikian
rupa agar bawahannya tersebut dapat bekerja lebih semangat, bersedia
bekerja sama dan mampu bekerja dengan disiplin tinggi terhadap tugas
yang telah diberikan (Gunasekare 2018). Sedangkan Gaya
kepemimpinan dari seorang pemimpin dalam situasi dan kondisi
tertentu dapat meningkatkan efektifitas kepemimpinannya semakin
efektif. Dengan tujuan untuk mendorong semangat kerja, keputusan
kerja, dan produktivitas kerja karyawan yang tinggi agar dapat
mencapai tujuan organisasi yang maksimal kepemimpinan maka
diharapkan mampu meningkatkan Kkinerja manajerial organisasi

tersebut (Asnawi 2015).

Gaya kepemimpinan yang dimaksud adalah gaya
kepemimpinan  demokratis  yaitu  pemimpin  mendelegasikan
wewenangnya secara luas. Pembuatan pengambilan keputusan selalu
dirundingkan dengan para bawahan, sehingga pemimpin dan bawahan
bekerja dalam satu tim. Sama halnya kepemimpinan kepala desa selalu
mempunyai pikiran yang lebih luas sehingga bisa dirundingkan dengan

aparatur desa.
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Ratu (2017) yang juga melakukan penelitian menunjukkan
hasil bahwa gaya kepemimpinan berpengaruh positif pada kinerja
penyusun laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Menurut
penelitian yang dilakukan oleh (Bjerrum and Gladrow 2017) dengan
judul pengaruh gaya kepemimpinan dan motivasi kerja terhadap
kinerja karyawan, meperoleh hasil bahwa gaya kepemimpinan
berpengaruh positif dan signifikan pada Kkinerja perusahaan yang
menunjukkan bahwa semakin baik pelaksanaan kepemimpinan maka

semakin baik kinerja perusahaan.

Penelitian oleh Maryam (2019) menunjukkan bahwa gaya
kepemimpinan  berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas.
Penelitian ini sejalan dengan penelitian Hardiyanti (2016) yang
memperoleh hasil bahwa gaya kepemimpinan berpengaruh pada
Kinerja. Seorang pemimpin harus mampu memiliki cara agar mampu

menggerakkan pegawai dan masyarakat.

Berdasarkan teori stewardship kepala desa merupaan kepala
pemerintahan desa yang menjadi pemegang kekuasaan pengelolaan
keuangan desa dan mewakili pemerintah desa dalam kepemilikan
kekayaan desa. Mengingat peran kepala desa dalam pengelolaan
keuangan, dan sebagai penggerak bawahannya untuk mencapai tujuan
organisasi maka cara kepala desa dalam menjalankan organisasi

menjadi begitu berpengaruh.
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Dengan kata lain, kepemimpian kepala desa berpengaruh dalam
memotivasi serta mendorong kinerja karyawan dalam menjalankan
tugas pemerintahan desa dalam pengelolaan dana desa. sehingga jika
semakin baik kepemimpinan kepala desa maka pengelolaan keuangan
dana desa juga akan semakin tinggi. Berdasarkan hal tersebut maka

hipotesis yang dikembangkan dalam penelitian ini sebagai berikut:

H,. Gaya kepemimpinan kepala desa berpengaruh positif

terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan dana desa.

. Pengaruh Partisipasi Masyarakat Terhadap Akuntabilitas

Pengelolaan Dana Desa

Pengelolaan anggaran dana desa dilakukan oleh aparatur dalam
hal mewujudkan harapan dan permintaan masyarakat agar terwujud
pelayanan publik yang baik. Aparatur sebagai pengelola dana desa
bekerja sesuai dengan hukum dan aturan yang berlaku, mulai dari
penggunaan dana desa, dan pencatatan penggunaan dana desa.
Pengelolaan ini harus didukung oleh masyarakat dengan cara

berpartisipasi terhadap pengelolaan dana desa.

Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dana desa dapat
berupa keikutsertaan masyarakat dalam membangun desa. Partisipasi
ini dapat juga berupa pengawasan dari kegiatan yang dilakukan
pemerintah atau institusi dalam mengelola atau menggunakan

anggaran sesuai dengan kepentingan masyarakat (Riyanto 2015).
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Masyarakat sebagai principals secara otomatis harus memantau dan

menilai kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah.

Penelitian oleh (Irma 2018), (Arifiyanto and Taufik 2014)
menunjukkan bahwa akuntabilitas pengelolaan keuangan desa dapat
terwujud dengan baik karena adanya partisipasi masyarakat. Sejalan
dengan  penelitian  tersebut  Apriliani  (2015) menghasilkan
penelitiannya memperoleh hasil bahwa akuntabilitas pengelolaan
alokasi dana desa sudah baik dalam tahap perencanaannya telah
melibatkan ~ masyarakat  melalui ~ musyawarah  perencanaan
pembangunan desa. Penelitian terdahulu oleh Naimah (2017)
melakukan penelitian tentang faktor-faktor yang mempengaruhi
akuntabilitas keuangan desa pada pemerintah kabupaten serdang
bedagai memperoleh hasil bahwa partisipasi masyarakat
berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas keuangan
desa. Hal ini sejalan dengan penelitian (Dewi 2019), (Mada et al

2017)

Akuntabilitas menjadi pertimbangan dalam pengambilan
keputusan untuk kesejahteraan dan keberlangsungan pembangunan.
Keputusan yang akan diambil oleh aparatur pemerintah haruslah
melibatkan masyarakat. Hasil teori stewardship, aparat yang diberi
tugas dan tanggungjawab harus memeberikan pelayanan kepada
masyarakat dalam bentuk laporan yang sesuai dengan aturan dan

akuntabel, sehingga dengan terlibatnya masyarakat dalam memantau
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dan menilai pengelolaan dana desa akan mengurangi tingkat
kecurangan atau penyelewengan yang akan dilakukan oleh aparat
dikarenakan masyarakat memberikan pantauan kepada perangkat desa
sehingga perangkat desa lebih terbuka dalam
mempertanggungjawabkan segala kegaiatannya, dan  juga harus
memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat. Berdasarkan

penelitian terdahulu maka peneliti mengajukan hipotesis:

Hs:  Partisipasi masyarakat berpengaruh positif terhadap

akuntabilitas pengelolaan keuangan dana desa

Pengaruh Sistem Pengendalian Internal Terhadap Akuntabilitas

Pengelolaan Dana Desa.

Pengendalian internal adalah proses yang integral pada
tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh
pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan yang
memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang
efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan asset
negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan (Rosyidi

2018)

Sistem pengendalian internal adalah satu cara yang digunakan
untuk melakukan pengarahan, serta pengawasan pada suatu organisasi
dan mempunyai peran penting sebagai langkah pencegahan dan

sebagai alat ukur pendeteksi adanya penggelapan (fraud). Sistem
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pengendalian internal terdiri dari kebijakan dan prosedur yang
digunakan untuk mencapai sasaran dan menjamin suatu informasi yang

andal, serta menjamin upaya taat hukum dan peraturan yang berlaku.

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Ramon (2014)
menguji  pengaruh pengendalian internal terhadap akuntabilitas
keuangan pada Inspektorat Kota se-Provinsi Sumatera Barat dengan
hasil analisisnya menunjukkan sistem pengendalian internal
berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas keuangan.
Penelitian selanjutnya yang dilakukan oleh Agung (2018) menyatakan
bahwa Sistem Pengendalian Internal berpengaruh positif dan
signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Hal ini sejalan
dengan penelitian yang dilakukan oleh Yesinia et al (2018) sistem
pengendalian internal desa berpengaruh positif terhadap akuntabilitas
pengelolaan alokasi dana desa. Hal ini berbeda dengan hasil penelitian
Mutmainah and Pramuka (2017) dengan judul penerapan akuntabilitas
pengelolaan dana desa dan sistem pengendalian internal pemerintah
(SPIP) yang menyatakan sistem pengendalian internal pemerintah
tidak berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana

desa.

Sistem pengendalian internal pemerintah  dilingkungan
pemerintah daerah yang kuat dan memadai, maka good governance
(tatakelola) pemerintah daerah yang baik dan akuntabilitas keuangan

daerah tercapai, dan tercapainya suatu visi dan misi serta tujuan
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pemerintah daerah, adapun keandalan laporan keuangan dengan
menurunnya dalam peluang korupsi dan penyalahgunaan jabatan atau
wewenang serta KKN dalam penyelenggaraan kegiatan pembangunan

serta pelayanan publik di pemerintah daerah.

Hal ini sejalan dengan teori stewardship dimana dengan tujuan
diadakannya sistem pengendalian internal secara langsung aparatur
lebih terbantu dalam hal pengelolaan dana desa, sehingga aparatur
akan dengan mudah menjalankan kewajibannya sebagai pemberi
pelayanan dan wujud akuntabilitas kepada masyarakat. Maka dapat
disimpulkan bahwa dengan semakin tinggi penerapan sistem
pengendalian internal dalam pemerintah desa maka akuntabilitas
pengelolaan dana desa tersebut juga akan semakin tinggi. Sehingga

peneliti merumuskan hipotesis;

H4: Sistem pengendalian internal berpengaruh positif terhadap

akuntabilitas pengelolaan dana desa.

C. Model Penelitian

Vs

Kompetensi Perangkat

Desa (X1)

Gaya Kepemimpinan
Kepela Desa ( X»)

Akuntabilitas
Pengelolaan Keuangan

\/

Partisipasi Masyarakat

Dana Desa (Y)

(X3)

Sistem Pengendalaian

Internal (X4)

J

Gambar 2.1 : Model Penelitian



